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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017  

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah demi memperjuangkan aspirasi rakyat 

dalam desain negara kesatuan yang demokratis; 

b. bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 28 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Probolinggo telah menetapkan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. bahwa dalam perkembangannya beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu 

dilakukan perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6197);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322);  

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 

Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133  Tahun 2017 

Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 

Tentang Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban 

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Yang 

Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 29); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

dan 

WALI KOTA PROBOLINGGO 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH  NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 

Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 29) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo. 
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5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua 

DPRD dan wakil ketua DPRD sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

6. Anggota  DPRD  adalah  pejabat  daerah  yang  memegang jabatan  Anggota  

DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo. 

8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Probolinggo. 

9. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  yang selanjutnya  disingkat  

APBD  adalah  rencana  keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

Perda. 

10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai 

Pimpinan dan Anggota DPRD. 

11. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat dinas. 

12. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil 

Ketua, dan Anggota DPRD. 

13. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan 

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya 

sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Anggaran, 

Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan 

Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk 

oleh rapat paripurna. 

14. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai 

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak 

bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk 

membahas hal bersifat tertentu dan khusus. 

15. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang 

diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka 

mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 

16. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD setiap melakukan reses. 

17. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah 

negara dan perlengkapannya, kendaraan perseorangan dinas bagi 

pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD, dan 

tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD. 
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18. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya 

setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 

19. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional 

adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk 

menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, 

pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas 

Pimpinan DPRD. 

20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 

bersama Walikota. 

 

2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 11A 

yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11A 

(1)  Sekretariat DPRD memfasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11. 

(2)  Fasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa 

pendampingan dari staf Sekretariat DPRD dan fasilitasi sarana prasana 

kegiatan reses. 

(3)  Staf Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga bertugas 

membantu Pimpinan dan Anggota DPRD terkait tindak lanjut dari 

pelaksanaan hasil kegiatan reses. 

(4)  Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. 

(5)  Ketentuan mengenai fasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 

 

3. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 12 

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: 

a. jaminan kesehatan; 

b. jaminan kecelakaan kerja; 

c. jaminan kematian; dan 

d. pakaian dinas dan atribut. 

(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: 

a. rumah negara dan perlengkapannya; 

b. kendaraan perorangan dinas; dan 

c. belanja rumah tangga. 
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(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: 

a. rumah negara dan perlengkapannya; dan 

b. tunjangan transportasi. 

 

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi: 

Pasal 15 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d. 

(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;  

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;  

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; 

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 

1 (satu) tahun; dan  

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 

1 (satu) tahun. 

(3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. lencana DPRD; 

b. tutup kepala berupa peci atau kain kerudung; 

c. papan nama dada; dan 

d. atribut dan/atau kelengkapan lainnya.  

(4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan 

mempertimbangkan prinsip efisien, efektif, dan kepatutan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan 

atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam 

Peraturan Walikota. 

(6) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) merupakan milik anggota dan pimpinan DPRD. 

(7) Penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam tata tertib DPRD. 

 

5. Ketentuan Pasal 16 disempurnakan, sehingga Pasal 16 berbunyi: 

Pasal 16 

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b 

disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  
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(2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan 

perorangan dinas untuk Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya untuk Anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan 

perorangan dinas untuk Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya untuk Anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.  

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah 

negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib 

dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling 

lambat 1(satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.  

(6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan 

perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan 

perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada 

Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti 

atau berakhirnya masa bakti.  

(7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta 

kendaraan perorangan dinas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 

 

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi: 

Pasal 17 

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas 

yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat  

dilakukan pemanfaatan, disewabelikan, digunausahakan, 

dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 

kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi 

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan 

pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

(3) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah. 
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7. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara 

dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan 

tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara 

bagi Anggcta DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), kepada 

yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. 

(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan 

dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. 

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan 

setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. 

(5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan 

dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah 

satu tunjangan perumahan. 

(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat 

sebagai Walikota/Wakil Walikota pada daerah yang sama tidak diberikan 

tunjangan perumahan. 

(7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara 

tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. 

 

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) serta tunjangan perumahan dan 

tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat 

(2) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan. 

 

9. Ketentuan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga 

setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar 

harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan 

standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah 

negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja 

listrik, air, gas, dan telepon. 

(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan 

standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar 

kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak termasuk biaya 

perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas. 

(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan 

Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan 

tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan 

tunjangan transportasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 

 

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 22 

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa 

jabatannya diberikan uang jasa pengabdian. 

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan 

ketentuan: 

a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan 

uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; 

b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa 

pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; 

c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa 

pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; 

d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa 

pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan 

e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa 

pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan 

uang representasi. 
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(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa 

pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli 

warisnya. 

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan 

diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak 

hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian. 

 

11. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 24A 

dan Pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 24 

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diuraikan ke 

dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pasal 24A 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak meningkatkan kapasitas dan 

profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (1) huruf a angka 4. 

(2) Kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia 

dilaksanakan dalam bentuk seminar, bimbingan teknis, workshop dan 

sejenisnya, sesuai ketentuan perundang-undangan.  

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling banyak 

6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan 

kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. 

 

Pasal 24B 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menjadi 

narasumber/pembicara/pemateri dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan tugas dan fungsi DPRD. 

(2) Penugasan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kegiatan-kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan 

penyelenggara kegiatan dan/atau penugasan dari Ketua DPRD. 
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12. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 31 

Peraturan Walikota yang digunakan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan 

Daerah ini harus dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan 

Daerah ini diundangkan. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 21 Juni 2024 

Pj. WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NURKHOLIS 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 21 Juni 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 1 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 55-1/2024 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH 

NIP. 19780608 200903 1 004 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK 

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH 

 

I. UMUM 

Sistem penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia memposisikan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu unsur penyelenggara 

pemerintahan Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. Melalui Undang-Undang tersebut sebenarnya sudah jelas bahwa 

DPRD ditempatkan dalam susunan pemerintahan daerah bersama kepala 

daerah, pola hubungan antara kepala daerah dan DPRD dilaksanakan secara 

sub ordinat dalam arti tidak adanya posisi tawar DPRD terhadap semua 

kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah. 

Melihat eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daerah, maka sudah 

sepantasnya DPRD dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara 

lebih optimal. Untuk mengoptimalkan fungsi DPRD, dan upaya agar 

berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu 

ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak 

keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk 

meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah 

dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan 

rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, 

mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah 

Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk 

mewujudkan keadilan dan kcsejahteraan. Eksistensi, peran, dan fungsi dari 

DPRD di Kota Probolinggo menjadi sebuah kebutuhan untuk melakukan 

penyesuaian Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Khususnya dasar penyesuaian mempengaruhi materi muatan 

yang perlu ditambahkan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan DPRD di 

antaranya adalah Keterlibatan Staf Setwan Dalam Reses, Kelengkapan Atribut, 

dan Peningkatan Kemampuan dan Profesionalitas. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

  Cukup Jelas. 

Pasal II 

Cukup Jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 66 

 

 

 


